
 
 

WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

 
NOMOR  1.1 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2011 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam  rangka efektifitas pelaksanaaan kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak yang berbasis akrual, 
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu 

merevisi Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Kota Pontianak; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 47 

Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Pemerintah Kota Pontianak; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 2756); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3851); 

 



 
 
 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara  Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4652); 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5340);  
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5219); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4577) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

82,Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4737); 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5179); 

 

22. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  13   Tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri 
E Nomor 7); 
 

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4); 

 
 

 
M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan 
 
 

: 
 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2011 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 66, angka 67 dan angka 68 dihapus dan 
ditambah 3 angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 
 

4. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

 
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

 
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 
 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

 
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku 
pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

 
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 

adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

 
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

 
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 
 

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang 
milik daerah. 
 

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

 
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
 
17. 

 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

 
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 
 

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 
 

21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
 

22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyususn laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
 

23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

program. 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

 
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

 
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
 

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang 
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada Bank yang ditetapkan. 
 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

 
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima 

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
 

30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah 
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur 
dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 

sistematis untuk satu periode. 
 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

 
32. Apropiasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan 

mandate yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-

pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 
 

33. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

Yng menunjukkan bagian dari apropiasi yang disediakan bagi instansi dan 
digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah 

guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. 
 

34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

 
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 

 
 
 

 



 
 
 

 
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh pemerintah. 

 
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

 
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurangan nilai kekayaan bersih. 

 
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 
 

40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 
 

41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

 
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

 
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

 
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari 

penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
 

45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar pengeluaran SPP. 

 
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 
 

47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka 

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung (LS). 
 

48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang 

persedian ynag tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS). 
 
 

 



 
 
 

 
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 

dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 

tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 

persediaan. 
 

50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 

peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

 
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-

UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan. 

 
52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan 
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

 
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu 

uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 
 

54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

 
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan SPM. 
 

56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
 

57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. 

 
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

 
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 

Bendahara Umum Negara/Daerah. 

 



 
 
 

 
 

60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat 
ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 
 

61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan 

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual. 
 

62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

 
63. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
 
64. 

 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
 

65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 
  

66. Dihapus 
 

67. Dihapus 
 

68. Dihapus 

 
69. Aset Lancar adalah asset yang diharapkan segera untuk direalisasikan,  

dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan atau berupa kas  dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas 
dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. 

 
70. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. 
 

71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 
kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

 
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

 
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 

selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari 
Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. 
 

 



 
 
 

 
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

 
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara berkelanjutan. 
 

76. 

 

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 

berdasarkan harga perolehan. 
 

77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 

awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas 

dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah 
perolehan awal investasi. 
 

78. Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
 

79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada 
saat perolehan atau konstruksi samapai dengan asset tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

80. Nilai wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak 
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

 
81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan. 

 
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya, termasuk 

dalam asset lainnya adalah asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran 
yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan asset kerjasama dengan 
pihak ketiga (kemitraan). 

 
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 
 

84. Kewajiban jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
 

85. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai 
satu entitas tunggal. 

 
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji 

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna 
yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 

keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi. 
 

87. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan 
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 



 
 
 

 
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 

 

89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana 

bagi hasil. 
 

90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima 

pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-
undangan. 
 

91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-

undangan. 
 

92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonmomi yang dikelola oleh 
SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. 
 

93.  Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, panggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta 
saldo kas pada tanggal perolehan. 
 

94.  Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

 
95.  Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan 

Laporan Arus Kas. 
 

96. 
 
 

 
 
97. 

 
 

 
 
98.  

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi 
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan 
dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari entitas 

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 
 
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan 

informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang 

bersangkutan. 
 
Laporan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan 

informasi pemanfaatan saldo anggran dan pembiayaan pemerintah. 
 

 

2. Ketentuan Lampiran III (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) diubah dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

   

 

 

 

 



 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  Pontianak. 

      

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal           

WALIKOTA PONTIANAK, 

 

 

SUTARMIDJI 

 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
 
 

 
MOCHAMAD AKIP 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK 
TAHUN  2014  NOMOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


